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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan

penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Herman Hidayat bin Didi A, umur 22, agama Islam, pekerjaan Petani,
tempat tinggal di Dirumah orangtua a.n
Ibu Anasih di Kampung Palintang, RT 006,
RW 010, Desa Cipanjalu, Kecamatan
Cilengkrang, Kabupaten Bandung,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Melawan

Melawati binti U. Olih, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat
kediaman di Dirumah orangtua a.n Ibu
Oneng di Kampung Cipatat, RT 005, RW
005, Desa  Ciporeat, Kecamatan
Cilengkrang, Kabupaten Bandung;

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya
tanggal 05 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Soreang dalam register Nomor 8021/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal
05 Desember 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:
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1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
sah, menikah pada Tanggal 31 Maret 2018 di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang
Kabupaten Bandung dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor: 0104/038/111/2018 tanggal 02 April 2018.
2, Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon
dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kampung Palintang, RT
006, RW 010, Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten
Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup
rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami
istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1
(satu) orang anak bernama: Raden Hilman Apriansyah, usia 8
bulan.
4, Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon,
keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara
Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2019 mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
disebabkan antara lain karena:
Bahwa Termohon sering membantah kata-kata Pemohon dalam hal
membina rumah tangga yang lebih baik lagi, yang mana apabila
Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering tidak
menerimanya, sehingga hal itu menjadi pemicu keretakna dalam
rumah tangga.
Bahwa komunikasi antara Termohon dengan Pemohon kurang
terjalin dengan baik, yakni Termohon sering berselisih paham terkait
tempat tinggal. Sehingga hal tersebut yang menjadi pemicu
keretakan rumahtangga.

6. Bahwa Termohon mempunyai sikap cemburu
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berlebihan terhadap Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak
nyaman dalam berumah tangga.

7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk
mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan
merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan Mei 2019 antara Pemohon
dan Termohon terlibat pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal
dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri.

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk
mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon
telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah
memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam.

10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon
sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh
karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan
Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon
mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang
bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna
memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan
memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Herman Hidayat
bin Didi A) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (Melawati
binti U. Olih);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Atau
Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim
berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et

bono).
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Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon menghadap secara in person ke
persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Majelis Hakim
mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai
dengan Termohon. Usaha damai tersebut berhasil, sehingga Pemohon
mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini,
ditunjuklah hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara
sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Pemohon,
Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon agar
mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon. Usaha damai
tersebut berhasil, sehingga Pemohon mohon kepada Majelis untuk
mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Pemohon
sebelum tahap Termohon mengajukan jawaban, maka sesuai maksud
Pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dapat
dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk
mencabut permohonan dikabulkan Majelis, maka perkara tersebut
dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh
karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk
dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus

dibebankan kepada Pemohon;
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Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta

ketentuan Hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan perkara  Nomor
8021/Pdt.G/2019/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk
mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah
Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami
Elfid Nurfitra Mubarok, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Kamil Amrulloh,
S.H.l. dan Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.l. sebagai hakim-hakim anggota
serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut
dan dibantu oleh Masyhudi, S.H. sebagai panitera pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota | Ketua Majelis

Kamil Amrulloh, S.H.I. Elfid Nurfitra Mubarok, S.H.I.

Hakim Anggota

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti
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Masyhudi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:
1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 125.000,-
Biaya Panggilan Termohon: Rp. 250.000,-
Redaksi :Rp. 10.000,-
Materai :Rp. 6.000,
Jumlah : Rp. 491.000,-;

U T
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